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ABSTRAK

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan
syarat eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan pihak kreditur tanpa fiat
pengadilan, jika terhadap jaminan fidusia telah ada kesepakatan tentang wanprestasi
dan debitur tidak keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara
sukarela. Selain itu penagihan dan pengamanan objek jaminan fidusia oleh
perusahaan pembiayaan yang melibatkan debt collector wajib melampirkan bukti
perjanjian tertulis sebagaimana Pasal 48 ayat (2) POJK Nomor 35/POJK.05/2018.
Namun dalam prakteknya masih banyak pihak perusahaan pembiayaan yang belum
memenuhi ketentuan tersebut seperti PT BCA Finance Cabang Bukittinggi dalam
perkara ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah menganalisis bagaimana
pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2023
dalam perkara eksekusi jaminan fidusia dan akibat hukum Putusan Mahkamah
Agung Nomor 2954 K/PDT/2023 terhadap eksekusi jaminan fidusia oleh pihak
perusahaan pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan
bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertimbangan
hakim dalam memutus tindakan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan
berdasarkan titel eksekutorial dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954
K/PDT/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, karena pihak
majelis hakim dalam pertimbangannya hanya menggunakan pertimbangan Pasal 30
Undang-Undang Jaminan Fidusia, sedangkan unsur debitur sukarela dalam
menyerahkan objek jaminan fidusia tidak terpenuhi dan keterlibatan debt collector
yang tidak didasari bukti perjanjian tertulis sebagaimana aturan yang berlaku. 2)
Eksekusi objek jaminan fidusia yang dinilai sah dan bukan perbuatan melawan
hukum berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
2954 K/PDT/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum
bagi pihak perusahaan pembiayaan dapat dilakukannya pelelangan umum atau
penjualan di bawah tangan.
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